Menimbang :

Mengingat :

a.

BUPATI BENGKALIS E

PERATURAN BUPATI BENGKALIS_-'V
i NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

i PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS S

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektlfltas administrasi
- penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu penyeragaman tata

i ».._naskah dlnas dl Ilngkungan Pemerlntah Kabupaten Bengkahs

bahwa dengan telah dltetapkannya»

maka - Peraturan

‘ _ Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata

~ Pemerintah Kabupaten Bengkalls
, __,perkembangan keadaan sehlngga perlu dlgantl

" bahwa berdasarkan : ;

‘dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan -~

--Bupati Bengkalls tentang Pedoman Tata |Naskah Dinas d| '
: Llngkungan Pemerlntah Kabupaten Bengkalls :

‘Daerah
vRepubhk IndoneS|a Tahun 1956 Nomor 25)

‘!Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok:

1974 Nomor .
- .lndoneS|a Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan = |
“,Undang undang Nomor 43 ‘Tahun 1999 (Iembaran Negara | =
‘Republik 169, Tambahan,

‘T~VLembaran Negara Republlk lndone3|a Nomor 3890)

Naskah Dinas di ngkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

~dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang
«'“Perubahan atas Peraturan” Bupati Bengkahs ‘Nomor 15-Tahun - .

2005 tentang ‘Pedoman - Tata Naskah Dmas di lingkungan
tidak sesuai lagi dengan

|

pertlmbangan sebagalmana dlmaksud

Undang Undang ‘Nomor - 12 Tahun | 1956 .tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam  Lingkungan
Propmsn - Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun
Negara - Republik

Kepegawaian - (Lembaran Negara Republik
55, Tambahan Lembaran

lndonesna Tahun 1999 Nomor|

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukanf" ,:
Peraturan Perundang undangan (Lembaran | 'Negara Republik -
- Indonesia |

“Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran g
Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4389) : f

I

H

'Peraturan Menteri
. Dalam Negeri - Nomor 54 "Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkugan Pemerintah Daerah,




A

Undang Undang "Ndmor 32 Tahun 2004 : tentang'

Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia

‘Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  diubah

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

~_Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 - Tahun

2004 tentang. Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara

~“Republik Indonesia - Tahun - 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republlk Indone5|a Nomor'4844)

. -xUndang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan' |

Keuangan : antara- Pemerintah - Pusat - dan ' Pemerintahan

‘Daerah (Lembaran Negara- Republlk IndoneSIa Tahun 2004

‘Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a

Nomor 4438)

= Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera
‘Bahasa . dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 5035);

-.,Peraturan Pemenntah Nomor 66 - Tahun 1951 tentang
~Lambang Negara (Lembaran - Negara Republlk Indonesia

- . Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor
176, i o , . .

10.

"Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 1958 tentang- g
”‘Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik . |-
~Indonesia. Tahun 1958 Nomor 1971 Tambahan Lembaran el
: 'Negara Nomor1636) LR : g. e SRS

: Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
-,Pengelolaan Keuangan Daerah - (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran; '
Negara Repubhk IndoneS|a Nomor 4578 ) '

Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman‘
;Pemblnaan dan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
‘Daerah (Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Tahun 2005

) Nomor 165) ;

1,

14,

’Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahlin ~2007, ,t‘entang

~ 'Pembagian Urusan Pemerintahan ~ antara ‘- Pemerintah,
; ‘fPemerlntahan ‘Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesna Tahun“ ~
w2007 Nomor 82) : : S - S

12. Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi.

~ Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republlk lndonesia'Tahun.
2007 Nomor 89) . ‘ R o R

13,
Pengundangan .dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- '
-undangan s_“v4 : , v-,; ;v :

Peraturan PreS|den Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan

‘Peraturan Menteh ‘Dalam - Negeri Nomor 15 Tahun 2006 ‘
ftentang Jenls dan Bentuk Produk Hukum Daerah




15 IR

R },ftentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

tentang Lembaran Daerah dan Berlta Daerah

n Menétapkan

‘ 0

Pkl

7.

18
L tentang Tata Naskah Dlnas d| Llngkungan Pemenntah Daerah;

: _Daerah

i
‘ r»
Peraturan Menten Dalam Negen Nomdr 16 Tahun 2006 ‘

‘Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Menterl Dalam Negen Nomcl>r 53 Tahun 2007‘ |
‘tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala B

.TPeraturan Menten Dalam 'N'egen Nomor- 54 Tahun 2009

1Keputusan Menterl Dalam Negen Nomor 131. 14-405 Tahun; s

2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupatl Bengkalis dan 1

T.j" 8 Pengesahan Pengangkatan Bupatl Bengkalls Propinsi Riau; - |

: PERATURAN  BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH
' DINAS  DILINGKUNGAN PEMERINTAH - KABUPATEN
BENGKALIS = . B ,

",“;‘Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan
1.
-2

Bupat| adalah Bupatl Bengkahs ‘ i ; 5 b o
‘:Wakll Bupat| adalah Wakll Bupatu Bengkahs s B
Sekretans Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Bengkalls T

‘Perangkat Daerah adalah unsur - pembantu Bupatl dalam
;penyelenggaraan ‘Pemerintah’ Daerah yang ‘terdm dari- Sekretarlat
“Daerah, ‘Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga .
‘Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan PoI|S| Pamong Praja. L

'.'ﬁSatuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya dlsmgkat SKPD adalah‘ L
~_Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkahs

~Unit Pelaksana Tekms selanjutnya dlsebut UPT  adalah unsur‘ -
’j’pelaksana teknis operasional Dinas. Daerah | atau Lembaga Teknis
“Daerah untuk melaksanakan sebaglan urusan Dlnas Daerah atau

. Lembaga Teknis Daerah . G

';Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan |nforma3| tertulls yang R
‘ ;5meI|put| pengaturan jenis, ' format,  penyiapan, - pengamanan,
~ pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dlnas serta medla]v
: fyang dlgunakan dalam komunlkaS| kedlnasan L

MEMUTUSKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

o Pasal 1 . :

i

'"Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

{Pemerlntah Daerah’ adalah ‘Bupati dan perangkat daerah sebagal
> :unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah. -




Y i}

ﬂl

" -‘:10 Naskah Dlnas adalah |nformaS| tertulls sebagal alat komunlkaSI

713 Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau

: 19 Peraturan Daerah adalah naskah dmas dalam bentuk dan susunan' o
' produk hukum, yang berS|fat pengaturan dltetapkan oleh- kepala‘ '

_kedinasan yang dibuat: dan atau dlkeluarkan oleh pejabat yang
‘berwenang di Ilngkungan Pemerlntah Daerah. e |

!11 Format adalah naskah dlnas yang menggambarkan tata Ietak dan

redaksmnal serta penggunaan Iambang/logo dan cap dmas

: ,12 Stempel/cap dinas adalah tanda identitas - darl suatu Jabatan atau v

SKPD.

-nama SKPD tertentu. -yang dltempatkan dlbaglan atas kertas.

14 Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan Jabatan
+atau nama- SKPD tertentu yang dltempatkanl dlbaglan atas sampul-

naskah L e R S

i

';_'-'15 Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan ‘
16. DelegaS| adalah pellmpahan wewenang dan tanggung jawab dan

pejabat kepada pejabat atau pejabat dubawahnya

‘ "17 Mandat adalah pellmpahan -wewenang yang diberikan oleh atasan |

kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama
'yang memberl mandat ; ‘ o

~:18 Penandatanganan naskah dlnas adalah ,hak,‘ kewajlban dan'

- tanggungjawab - yang. ada pada seor1ang ‘pejabat - untuk
menandatanganl naskah dmas sesual dengan tugas dan kewenangan‘ L
pada Jabatannya Y IO ISR T

" daerah setelah mendapat persetUJuan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonoml daerah dan tugas L
pembantuan L o : g . , i

20 Peraturan Bupat| adalah naskah dlnas dalam bentuk dan susunan
produk hukum yang bersnfat pengaturan dltetapkan oleh Bupat:

_21 Peraturan Bersama’ adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk hukum yang bersufat pengaturan dltetapkan oleh dua atau R
Ieblh kepala daerah. 1 , P

7‘;222 Keputusan Bupatl adalah naskah dlnas dalam bentuk dan susunan s

produk hukum yang berS|fat penetapan konknt individual, dan final.

o _23 Keputusan Kepala SKPD “adalah naskah dlnas dalam bentuk dan

_susunan produk hukum yang bersifat penetapan individual, konknt -
.dan final. . , ; :

R 24 Instruk3| Bupatl adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari

" Bupati = kepada bawahan . untuk melaksana_kan 'tug’as-tugas:
pemerlntahan Lo : : ;

25 Surat Edaran adalah naskah dinas yang iber|S| "bembérltahuang A
- penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang‘ Ly

dlanggap pentlng dan mendesak




a‘n, .

39 Lembar DlSpOSISI adalah naskah dlnas dan pejabat yang ben/venang :
: ber|SI petunjuk tertulis kepada bawahan T ;

| ‘40 Telaahan Staf adalah naskah dinas dan bawahan kepada atasan |
antara lain berisi anaIIS|s pertlmbangan pendapat dan saran- saran

26. Surat Blasa adalah naskah dmas yang biénS| pembentahuan"'

‘pertanyaan, permlntaan jawaban atau saran dan sebagalnya

27.Surat Keterangan adalah naskah dinas yang ber|S| pernyataan tertulis
‘dari pejabat ‘sebagai  tanda bukti untuk menerangkan atau
menjelaskan kebenaran sesuatu hal. : |

~28.Surat Perintah adalah naskah dlnas dan atasan 'yang dltUjukan -
- kepada bawahan yang bensn perlntah untuk melaksanakan

pekerjaaan tertentu RN G S T

'29 Surat Izin adalah naskah dinds yang beris persetUJuan terhadap

.suatu permohonan yang dlkeluarkan oleh pejabat yang berwenang. |

,30 Surat Perjanjlan ‘adalah naskah - dlnas yang berisi kesepakatan

 bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan
tindakan atau perbuatan hukum yang telah dlsepakatl bersama. E

- 31.Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dan atasan yang dltu1ukan
- kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan TR

sesual dengan tugas dan fungsinya.

32 Surat Penntah Perjalanan Dinas adalah naskah dlnas dari pejabat

yang benNenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk

* melaksanakan perjalanan dinas. -~ .. ~ , ‘ 5

:  33 Surat Kuasa adalah naskah dinas darl pejabat yang benNenang Gkt
- kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya -

untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

. 34.Surat Undangan adalah naskah dinas darl peJabat yang benNenang

berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat
: tUJuan untuk menghadlrl suatu acara kedlnasan - : g

"’35 Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dan o =
pejabat yang benNenang bensn pernyataan bahwa seorang pegawal Sl

“telah menjalankan tugas R e L

: 36 Surat Panggllan adalah naskah dlnas dan pejabat yang ben/venang

- berisi panggllan kepada seorang pegawai untuk menghadap.

'37.Nota Dinas adalah ‘naskah dinas yang bersifat internal benS| T
“komunikasi kedinasan antar pejabat - atau darl atasan kepada S

bawahan dan dan bawahan kepada atasan

.38 Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dmas untuk i
s menyampalkan konsep naskah dmas kepada atasan L

 secara sistematis.

', . 41.Pengumuman adalah naskah dlnas “dari pejabat yang berwenang ‘

berisi pemberltahuan yang bersifat umum. -

TRt
A

e 42.Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang
- berisi informasi. dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas

kedlnasan w

S - -



o

AR

- 57. Pembatalan adalah' pernyataan bahwa suatu naskah dlnas dlanggap'g‘ i

"m0 o0 oD

43, Rekomendasn adalah naskah dlnas dan pejabat yang benlvenangg |

berisi keterangan atau -catatan tentang sesuatu- hal yang dapat
dijadikan bahan pertlmbangan kedlnasan L

44, Surat Pengantar adalah naskah dinas ber|3| jenls dan Jumlah barangf .

yang berfungSI sebagal tanda terima.

tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronlk '

46.Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkani
Peraturan Daerah. Sy

‘ 47 Berlta Daerah adalah naskah dmas untuk mengundangkan Peraturanj’

Bupatn

'4‘8 Berita Acara adalah naskah dlnas yang ber|SI keterangan atas%”"

sesuatu hal yang dltanda tanganl oleh para plhak

49.Notulen -adalah naskah dlnas yang memuat catatan proses SIdang%
atau rapat TS : ;

50.Memo adalah naskah dlnas dan pejabat yang berwenang bensnf .
catatan tertentu. : : a

I 51.Daftar. Hadlr adalah naskah dlnas dari pejabat b‘e"n(vanang‘ yang ber‘is‘itl

keterangan atas kehad|ran seseorang

52.Piagam adalah naskah dlnas dari pejabat yang berwenang berISI:
penghargaan atas prestasi yang telah dlcapal atau keteladanan yang' :
“telah d|wu1udkan |

- 53. Surat- Tanda Tamat Pendldlkan dan Pelat han‘ disingkat STI'PP;_ o

‘adalah ‘naskah dinas yang merupakan tanda* bukti »seSeorang telah“
lulus pendldlkan dan pelatihan tertentu. -~ : i

54, Sertifikat - adalah ‘naskah dmas yang merupakan tanda buktl{
seseorang telah menglkutl keglatan tertentu. - :

55. Perubahan adalah merubah atau menyIS|pkan suatu naskah dinas.

56. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah o '

dmas sejak dltetapkan pencabutan tersebut.

tldak pernah dlkeluarkan

'BAB ||' |
_ TATA NASKAH DINAS e
Pasal2 o

Asas tata naskah d/nas terdlrl atas
Asas efisien dan efektlf
Asas pembakuan;
Asas akuntabilitas;
“Asas keterkaltan :
Asas kecepatan dan ketepatan dan
- Asas keamanan

45, Telegram adalah naskah dlnas dan pejabat yang bewvenang bensn hali _



R T N

‘PrlnS|p prmS|p penyelenggaraan naskah dmas terdiri 'a'ta"'s':""

b. :
el Ketelltlan
- d

i
{

Pasal 3 G T e e !

‘1(1)Asas ef|SIen dan efektlf sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2

- huruf ~a, dilakukan ‘melalui - penyederhanaan dalam - penuhsan' |
penggunaan ruang atau Iembar naskah dinas, SpeSIflkaSI informasi,
serta dalam penggunaan bahasa Indonesna,yang ba|k benar dan
Iugas o | g o

: (2) Asas pembakuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ,
- dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. |

;(3) Asas akuntablhtas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 huruf cf :
© yaitu penyelenggaraan - tata © naskah dlnas -~ harus dapat~.

_ dipertanggungjawabkan dari segl ISI format prosedur kewenangan B

- keabsahan dan dokumentasi. i 5 ‘i RN TR R ‘5

(4) Asas keterkaitan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaltu :

‘tata naskah dinas dlselenggarakan dalam satu kesatuan sustem \
(5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal o

; -2 huruf e, yaitu tata naskah dlnas dlselenggarakan tepat waktu dan» o
 tepat sasaran. = TR : ! . :

8 (6) Asas keamanan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 huruff yaltu

penyelenggaraan tata naskah dlnas harus aman secara fisik dan_
substanSI »

a.. Kejelasan; S
. Singkat dan padat dan -

" Logis dan meyakinkah. '

Pasal 5

dlselenggarakan secara teliti dan cermat fdarl ‘bentuk, susunan“
- pengetikan, isi, struktur, kaldah bahasa dan penerapan kaldah ejaan :
- didalam pengetlkan P ‘ g 5‘ ‘

"(2)1«7 Pnnsnp kejelasan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 huruf b"

-~ diselenggarakan dengan. memperhatikan kejelasan aspek fisik dan
5 .materl dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.

3) _PrlnS|p singkat dan padat- sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 -
- huruf ¢, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa IndoneSIa i

- ._yang baik dan benar. .. - . 4

: (4) ‘fPrlnS|p Iogls dan meyaklnkan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 41': -
~ huruf d, diselenggarakan secara runtut dan| Iogls dan meyaklnkan

‘serta struktur kallmat harus Iengkap dan efektlf A

i

~ f.‘(~1)'i“'Pr|nS|p ketelltlan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 huruf a, b e




I

|
|

= Penyelenggaraan naskah dlnas dllaksanakan sebagal benkut

@m0 aooT ;m

~_ben~enang

d. Surat keluar dlarS|pkan pada unlt tata usaha

"Pasale R

Pengelolaan surat masuk
‘Pengelolaan surat keluar
~ Tingkat keamanan; -
- Kecepatan proses;
" 'Penggunaan | kertas surat

fry‘Warna dan kualltas kertas e

Pasal 7 '

i Pengetlkan sarana, admlmstra3| dan komumkaS| perkantoran dan |

. 'Pengelolaan surat masuk sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf a,

,‘dllakukan melalun : SRR BN M A ;

. a. Instansi’ penerlma lmenlndaklanjun sufétz‘,kﬁya’hgi'diterima melalui; Ly
-“vatahapan - Lo T B - B

B Dlagenda dan dlklaS|f kasi sesua| S|fat surat serta dldlstrlbu3|kan e

ke unit pengelola;

2. Unit pengelola menlndaklanjutl sesual dengan klasifikasi surat dan . s

A ~ arahan pimpinan; dan
3. Surat masuk dlarS|pkan pada unlt tata usaha

.yang ‘berhak.

*plmplnan tertlnggl hlngga ke pejabat struktural terendah yang

Pasal 8

"-masmg unit tata’ usaha dalam rangka pengendahan '

- masing SKPD;

dikiim;dan . .~ - » : g

,b.fCopy surat jawaban yang mempunya| tembusan dlsampalkan kepada o

; " 7 : c AIur surat menyurat dlselenggarakan melalw mekanlsme dari tlngkat

: 1;1Pengelo|aan surat keluar sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf b
- dllakukan melalui tahapan : | : !

-a. Konsep surat keluar dlparaf secara berjenjang dan terkoordlna5|
sesuai tugas dan kewenangannya dan’ dlagendakan oleh masmg— Ly

. b. ‘Surat keluar yang telah dltandatanganl oleh pejabat yang bewvenang
. “diberi nomor, tanggal dan stempel oleh umt tata usaha pada masmg- ~

. -c _‘Surat keluar sebagalmana dlmaksud pada huruf b wajib segera_‘




L !

T

Pasal9 o r

Tlngkat keamanan sebagarmana drmaksud dalam Pasal 6 huruf c

-dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dlnas

sebagai berikut: | 1

ca. Surat sangat rahasra dlsrngkat SR merupakan surat yang materr dan
- sifatnya’ memiliki tlngkat ‘keamanan 'yang tinggi, erat hubungannya FIet

' -dengan rahasra negara keamanan dan keselamatan negara.
AT ,!

) negara dlsrntegrasr bangsa

: ‘surat perlu mendapat perhatran penenma surat. e

d ;Surat konfldensral dlsmgkat K merupakan surat yang materl dan
L srfatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada
terhambatnya jalannya pemerrntahan dan pembangunan

_biasa namun tldak dapat drsampalkan kepada yang trdak berhak
Pasal 10

Kecepatan proses sebagarmana drmaksud dalam Pasal 6 huruf d
sebagar berlkut : e Lo :

‘a. Amat segera/kilat"dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
b. Segera dengan batas waktu 2x 24 Jam setelah surat diterima'
~ c. Penting, dengan batas waktu 3x 24 ] jam setelah surat diterima; dan
. d. Biasa, dengan batas waktu maksrmum 5 han kerja setelah surat

dlterrma

| Penggunaan kertas surat sebagarmana drmaksud dalam Pasal 6 huruf e

sebagar benkut

- a. Kertas yang dlgunakan untuk naskah drnas adaIah' HVS 80 gram;

i

b .Surat rahasra dlsmgkat R merupakan surat yang materr dan S|fatnya L
" memiliki trngkat keamanan tlnggr yang berdampak kepada keruglan j

i

caf
R
i
i

s ,c?f 8urat pentrng dlsmgkatP merupakan surat yang trngkat keamanan ISI i

1
i

e Surat biasa dlsmgkat B merupakan surat yang materi dan srfatnya_ e

,l"

i
i
i

r
r
[
z

b. Penggunaan kertas HVS dlatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas 8

untuk jenis naskah dinas yang mempunyar nilai keasaman tertentu dan
nilai kegunaan dalam waktu Iama »

c. Penyedraan surat berlambang negara ben/varna kunlng emas atau
Iogo daerah ben/varna dlcetak di atas kertas 80 gram

l
i
i
i
1

E




Co10-

d Ukuran kertas yang dlgunakan untuk surat—menyurat adalah FO|IO/F4

f Ukuran kertas yang dlgunakan untuk pldato adalah A5 ”(165 X 215 L =

(215x330mm) i e 1 R

i
1

| vPa‘sa‘l *1"2".

Pengetlkan sarana admlnlstraSI dan komumkaS| perkantoran -ydimaksudﬁf

- dalam Pasal6huruff sebagal berlkut SR N O

‘a. Penggunaan Jenls huruf p|ca f‘ :
b Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan dan »
c Spas: 1 atau 1 5 sesual kebutuhan ‘

o Warna dan kuahtas kertas sebagalmana dlmaksud‘ dalam Pasal 6 huruf g S
~ benNarna putlh dengan kualltas balk N L g

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA

(1)

V (?)

i ,_dua tlngkat dlbawahnya

@

E PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT |

Pasal 13 o B | B LA « e

‘\i

BAB lIl

~UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS,

Pasal 14

Atas nama. yang dlsmgkat an merupakan Jenls pellmpahan

' 'wewenang dalam hubungan lnternal antara atasan kepada pejabat s
setlngkatdlbawahnya G S R

§
i
I

Untuk bellau yang dlsmgkat u.b. merupakan jenls pellmpahan'
wewenang dalam hubungan mternal antara atasan kepada pejabat‘

_Ta‘nggung’ jaWab sebagalma‘na’dlrnaks’l,l\dps’gada‘ ayat (1) dan ayat (2)!‘_ o

. tetap berada pada pejabat yang mellmpahkan wewenang dan
~ pejabat  yang . menerima - pelimpahan; wewenang. harus

_mempertanggungjawabkan kepada pejabat ‘'yang melimpahkan
-wewenang ‘ S

el Ukuran kertas yang dlgunakan 'untuk:n"iakalah, piper dan Ia’poranf _‘ |
- adalah A4 (210x297 mm); dan » : f




‘Pelaksana tugas yang dlsmgkat Plt merupakan pejabat sementara

e

|

Pasal15 -ﬂ f T ' 2E

~ pada jabatan tertentu yang mendapat pellmpahan wewenang :

E)

BN

PIt. sebagalmana dlmaksud pada ayat 1) bertanggung jawab atas
" ﬁnaskah dlnas yang dllakukannya : :

i.PeIaksana tugas hanan yang dlsmgkat Plh. merupakan pejabat
- sementara pada jabatan tertentu  yang mendapat pelimpahan

. ,penandatanganan naskah dlnas karena pejabat definitif belum
dilantik. e , SR %

@
.- ‘kepala SKPD atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupatl dan
;berlaku paling Iama 1 (satu) tahun. i :

Pit. sebagalmana dumaksud pada ayat (1) dlangkat dengan keputusan

Pasal 16

|

I
P
l
4
¢

l

N

wewenang penandatanganan naskah dlnas karena pejabat def|n|t|f L

~ berhalangan sementara.
@

adengan Keputusan Kepala SKPD/Camat  atau Keputusan

Pih. sebagalmana‘ dlmaksud pada ‘ayat (1) dlangkat

: ',Gubernur atau Keputusan Bupatl dan berlaku pallng Iama 3 (tlga)

v i bulan.
-0

'pelaksanaan atas naskah dlnas yang dllakukannya kepada pejabat

PIh sebagalmana dlmaksud pada ayat 1) mempertanggungjawabkan

*’f‘-f_fdeflnltlf RIS e AR B R N g

(1)

| ‘j'Paéa|"‘1'7->= :

Cod
k

:Penjabat yang dlsmgkat Pj merupakan pejabat sementara untuk

* jabatan Gubernur dan Bupati. -

@
S PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

N0

@

el dltandatanganl terleblh dahulu dlparaf pada setlap Iembar

Paraf

‘ Sl Pasal 18 : _ 7 |
Setlap naskah dmas sebelum dltandatanganl terlebih,» ‘dahuluf ‘ |

dlparaf ' T : .

Penjabat sebagalmana pada | ayat (1) lmelaksanakan tugas :

. ~pemerintahan pada daerah tenentu sampal dengan pelantlkan
e ,peJabat defmltlf ‘ , »

: BABlV

' PARAF PENULISAN NAMA DAN

T
H

Baglan Kesatu

Naskah dlnas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ”




(3)
:;f'.’ : (4)

. . h

I E pengetikan naskah dmas
(3)
O - X parafhlerarkhls dan

b paraf koordmas:

o -12-

Paraf sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dllakukangbff‘f ‘::L} e
- oleh pejabat terkait secara honzontal dan ver’ukal e

Paraf sebagalmana dlmaksud ‘pada ayat (1) dan ayat (2) | o
merupakan - tanda . tangan singkat!  sebagai = bentuk

pertanggungjawaban atas muatan materl substansn redaksl dan -

Paraf sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) mellputl

' Bagian Kedua
, Penulisan Nama o

Pasal 19

‘Penulisan- nérha Bupatl Bengkalls Wakll Bupatn Bengkalls padai‘-ff'" ;
" naskah<dinas: ‘
i  ;a ‘dalam bentuk dan susunan produk hukum tldak menggunakanij

‘gelar;dan. Lib | o

. b dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar

@
: : Pendelegasuan Penandatanganan Naskah Dlnas

i .(1)‘

e dlatur dalam Peraturan Bupatu -

@

- -dltetapkan dengan Keputusan Bupatl

K (1)

@

‘ (3)

Penuhsan ‘nama- pejabat selaln yang dlmaksud pada ayat (1);}
ey menggunakan gelar nomor induk pegawal dan pangkat

Baglan Ketlga

Pasal 20 i

Ketentuan mengenal pendelegaSIan penandatanganan naskah dlnasi o

Pelaksanaan pendelegasnan : penandatanganan ~naskah dirias'j =

; Baglan Keempat e
Penggunaan Tmta untuk Naskah Dma e ‘

Pasal 21

Tmta yang dlgunakan untuk naskah dlnas berwarna hltam

Tlnta yang dlgunakan untuk penandatanganan dan paraf naskahiy
dlnas benNarna b|ru tua ‘ : :

Tlnta yang dlpergunakan untuk keperluan keamanan naskah dlnas‘[}’iif’f |
benNarna merah o SRRSO _ e e




Pasal 22

‘ Jenls dan kewenangan penandatanganan bentuk dan susunan naskah :

- dinas, paraf dan penulisan nama, penempatan a.n, u b, u.p, Plt, Plh dan Pj,
- ysebagalmana tersebut d|atas sebagalmana tercantum dalam Iamplran |
o ‘Peraturan |n| - : L : I

POKOK POKOK PENGETIKAN NASKAH DINAS_ :

Baglan Kesatu \

' Ketentuan Umum i ;
i Pasa123
ﬁ I‘ o e ;Penget|kan naskah dinas dilakukan dengan memperhatlkan penggunaan |

o formulir, ruang, tepi, ahnea penomoran pemberlan nomor halaman dan
:‘kata penyambung : SR : L

s Baglan Kedua | E
Pengetlkan Naskah Dlnas :

Pasal 24 i

- Pengetlkan naskah dlnas terutama yang dlsusun dalam bentuk surat agar G
- diketik diatas formulir ukuran folio. Bldang luas kertas yang dlpergunakan pnsel
- untuk _ pengetikan Naskah Dlnas harus memperhatlkan ketentuan T A
: sebagan benkut Sl S ,. T

|
i

S o a. Ruang tepl sebelah atas 3 enter dlbawah gans iKop Naskah Dinas;
FH\ R - b. Ruang tepi sebelah bawah 5 enter darl tepi kertas sebelah bawah ;

: R - ¢. Ruang tepi sebelah kiri 7. sampai 20 ketuk dari tepl kertas sebelah k|r|
oood Ruang tepl sebelah kanan 7 ketuk darl tepl kertas sebelah kanan

BABVI.*‘_H
STEMPEL

Bagian ,Kesatu o
L Jenis‘-‘-

Pasal 25

: Jenls stempel untuk naskah dlnas d| Ilngkungan Pemerlntah Kabupaten s S
‘ ,"Bengkalls terdm atas ST S e e R S

a. Stempel Jabatan dan ~
b Stempel perangkat daerah




fa Stempel SKPD dan atau Iembaga Ia|n :
. b. Stempel SKPD untuk keperluan tertentu dan O
.C Stempel UPT - ; :

Ukuran stempel jabatan stempel perangkat
;dlmaksud dalam Pasal 27 huruf a mehputl \

v b ukuran garls tengah Ilngkaran tengah stempel
8 C. ;ukuran garls tengah Ilngkaran dalam stempel

d jarak antara 2 (dua) garls yang terdapat c

: (1)Ukura'n stempel SKPD untuk keperluan

o Pasalzs

(1) Stempel jabatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 25 huruf a, F

stempel Jabatan Bupatl _

‘ tanda blntang

huruf b, terdiri atas

Baglan Kedua S
Bentuk Ukuran dan |S| o

o Pasal 28

Pasal 29

| {» 1a ukuran garis - tengah Imgkaranﬁluar stempel

perangkat daerah adalah 4 cm;.
: daerah adalah 3, 8 cm;
daerah adalah 2 7 cm dan
maksmal 1cm. e B
Pasal 30

dlmaksud dalam Pasal 27 huruf b mellputl

ukuran garls tengah Ilngkaran Iuar stempel jabatan dan stempel

perangkat daerah adalah 1,8 cm;

: ;(2) Stempel jabatan Bupatl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) berls[ B
: ~ nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas Sh

‘ Stempel perangkat daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 25 s

'Stempel jabatan : Bupatl Bengkahs stempel 4pe}ra'ngkat }dyaera‘hv i
, sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 27 berbentuk Ilngkaran ' “

déérah sebagaimana = =

jabatén dan perangkat
jabatan dan perangk}éti .

ala‘»m‘ lingkaran dalam

tert_éntu sebagaiman:af s




mehputl )

b. Sekretanat DPRD

e i",-‘15-7" Semme

b.f_ ukuran garls tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel
. fperangkat daerah adalah 1 e cm ' . |

'C.,‘f}‘ukuran garls tengah Ilngkaran dalam stempel jabatan dan stempel v
‘ Qperangkat daerah adalah 1 Zcm dan B st
,d. "jarak antara 2 (dua) gans yang terdapat dalamllingkaran dalami

mak3|mal 0, Scm.. % ‘

(2) Stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagalmana dlmaksud‘ S

pada ayat (1) dlpergunakan untuk - kartu “tanda penduduk, -
kartu pegawai, - tanda pengenal asuran3| kesehatan ~dan
sejemsnya B S A ' L

s
{

B

Pasal 31

(1)Stempel jabatan beI'ISI nama Jabatan dan menggunakan Iambang e
negara dengan pembatas tanda blntang ' : ]

: ~(2) Stempel perangkat daerah- sebagalmana dlmaksud dalam pasal 27‘
~ huruf a dan huruf-b berisi nama Kabupaten Bengkahs nama SKPD [
L iyang bersangkutan ’ vee , e

(3) Stempel UPT sebagalmana dlmaksud dalam paSaI 27-huruf C, b:eriaix

‘nama- Kabupaten Bengkalls nama SKPD dan nama UPT yang
_;bersangkutan 1k R ‘ L

" Bagianketga T
: “":Penggunaan " T R | R o

Pasal 32

'(1)1_\Pejabat yang berhak menggunakan stempel Jabatan sebagalmana L =

~d|maksud dalam Pasal 27 huruf a adalah Bupat| dan Wak|I Bupat|

'(2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah!‘

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c, kepala :

"~ SKPD, kepala lembaga Ialnnya Lurah kepala UPT atau pejabat ”

= ;yang dlbel'l wewenang . : ,
g Pasal 33f k

SKPD dan Unlt Kerja Kabupaten Bengkalls yang berhak menggunakan .
stempel SKPD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 32 huruf b«y

a. Sekretaruat Daerah




JRRY s

a8

S@ ™Mo oo

Dlnas Daerah

.. Lembaga Teknis Daerah
.. Kecamatan;

A Kelurahan

‘UPT ;.

‘Lembaga Ialnnya

”Pés'al 34 :

~Stempel untuk naskah dmas menggunakan tmta berwarna ungu dan’
- dibubuhkan pada baglan km tandatangan pejabat yang menandatangam

naskah dlnas R U CEaT
o B f el sl }
S .

|

i
]

Bag'a“ Keempat §5 ‘

. ‘Kewenangan Pemegang dan Penylmpan Stempel

d [

Pasal 35

!
: t

(1) Kewenangan pemegang dan penylmpan stempel jabatan untuk
~ naskah -dinas dilakukan - oleh unit -yang membldangl urusan
ketatausahaan pada Sekretanat Daerah

i
' N

(2) :Kewenangan pemegang dan penylmpan stempel perangkat daerah :

dilakukan oleh unit- yang membldangl urusan ketatausahaan Pada' RN

setlap SKPD.

- (3) Umt yang membldangl urusan: ketatausahaan sebagalmana dlmaksud R
- pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan -

stempel

SKPD

Bagian kelima
Pengamanan

(1) Untuk f pengamanan stempel naskah dinas dlgllngkukngan‘ Pemerintah
Kabupaten Bengkalls menggunakan kode IR |

HE
,‘4

(2) Ketentuan Ieblh Ianjut ‘mengenai . standarlsasu kode - pengamanan s
o stempel sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlatur tersendlrl oleh e

g Bupatl ‘

. (4) Penunjukan pejabat pemegang ‘dan penylmpan stempel sebagalmana‘?
- dimaksud pada ayat (3) dltetapkan dengan Keputusan Kepala



Bentuk Ukuran dan |SI Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja’“,.’"fj L
Perangkat ‘Daerah di Lingkungan Pemerintah: Kabupaten Bengkahs
A sebagalmana tercantum dalam Lamplran I Peraturan ini.

i

BAB Vil
KOP NASKAH DINAS

Baglan Kesatu
Jenls :

. *Pasal 38'

: iJenls kop naskah dmas d| Ilngkungan Pemerlntah Kabupaten‘Bengkalis?

~ terdiri atas:
~a.Kop naskah dlnas jabatan dan
~_ b. Kop naskah dinas ptefarngk;‘a‘t daerah.

Tl Baglan Kedua 2
Bentuk dan |SI

S Pasal 39

(1) Kop naskah dlnas jabatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 38

| .a. Lambang negara berwama kunlng emas dan dltempatkan dlbaglan

hurufa untuk BupathVakll Bupat| menggunakan L

stengah atas untuk naskah d|nas dalam bentuk dan susunan produk 0 el e

=ik
»‘

‘Lambang negara berwarna kumng emas dan dltempatkan dlbaglans-

~ tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site,
‘e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk L
naskah dlnas dalam bentuk dan susunan surat ' S

(2) Kop naskah dlnas SKPD Kabupaten Bengkahs memuat . sebutan__.;'?vvf . o
- Pemerintah Kabupaten Bengkalls nama’ satuan kerja perangkat .=

kode pos

(3) Kop naskah dlnas Kelurahan memuat sebuta"n Pemerlntah Kabupatenf‘» .

daerah alamat -nomor telepon nomor fak8|m|Ie webS|te e- mall dan_f_;""’ Cann

Bengkalis, nama Kecamatan, Kelurahan, alamat nomor teleponfi'f

nomor faksnmlle webS|te e- ma|I dan kode pos

(4) Kop naskah dlnas UPT Dlnas/Badan memuat sebutan Pemenntahg

kode pos

Kabupaten Bengkalis, nama SKPD, UPT yang bersangkutan?vf_"*  
- alamat, nomor telepon nomor faksmqleﬁ ‘iwe’bsite‘,- e-mail Vd‘anff Lo




LU

s dltunjuk

Pasal"’4‘0"‘ i

Peraturan ini.

Paragraf Ketlga
Penggunaan

Pasal 41

Wakll Bupatl

Ia|nnya atau pejabat Ialn yang dltunjuk

(3) Kop naskah dlnas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 39 ayat (3), -
“digunakan untuk naskah dinas yang dltandatangam oleh lurah yang -

bersangkutan atau pejabat Ia|n yang dltunjuk

{4) Kop naskah dlnas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 39 ayat 4), |

- Bentuk Ukuran dan |Sl Kop Naskah Dlnas d| Llngkungan Pemenntah‘
Kabupaten Bengkahs sebagalmana tercantum -dalam = Lampiran

|3

‘(1) Kop naskah dlnas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ¥ A
. digunakan untuk naskah dlnas yang dltandatanganl oleh Bupatl dan L

| ‘(2')_Kop naskah dmas sebagalmana‘dlmaksud dalam Pasal 39 ayat (2) oy L
- .‘dan ayat (3), dlgunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oeh = .
-kepala SKPD Kabupaten Bengkalls yang bersangkutan Iembaga

‘digunakan untuk naskahdinas yang dltandatanganl oleh Kepala ’
UPT - Dlnas/Badan yang bersangkutan atau pejabat lain yang

Pasal 42

BAB vm S

e SAMPUL NASKAH DINAS

‘ Baglan Kesatu
Jenls '

Pasal 43

Bengkalls terdiri atas

 a Sampul naskah dlnas jabatan dan |

b. Sampul naskah dlnas perangkat daerah; x

‘ Kop naskah dlnas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 39 ayat (2) 7
~digunakan untuk naskah dmas yang dltandatanganl oleh staf ahli
'_'Bupah N TR e L

- Jenis Sampljl . naskah dlnas d| Imgkungan Pemerlntah Kabupaten




4

)

T e N : b. Sampul follo/map dengan ukuran panjang 35 cm dan Iebar 25 cm;

Baglan Kedua e
Bentuk Ukuran dan |SI ‘

Pasal 44

,~.,‘V'Sampul naskah dlnas ]abatan dan. sampul naskah dinas perangkat
» daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 43 berbentuk empat
o persegl panjang =

?

(1) Ukuran sampul naskah dlnas jabatan dan sampul naskah dlnasgf
perangkat daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 44 =

meliputi: .

‘a. Sampul kéhtdhé déngan’ukuran'pabnjahg '41 cm dan lebar 30 cm

""c.\’tSampul setengah foho dengan ukuran panjang 28 cm 1 dan Iebar 18_{‘_1 - N

| d Sampul seperempat foI|o dengan ukuran panjang 28 cm dan Iebar . i A

~14cm

‘(2): Jenis kertas sampull " naskah dinas :sebagaiméiné dimaksud pada ayat
(1) menggunakan kertas ' casing dengan warna: o ‘

o a. Putlh untuk sampul naskah dlnas jabatan sebagalmana dlmaksud
i Pasal 43 hurufa dan . :

sebagalmana dlmaksud Pasal 43 huruf b

| Pasal '467

(1) Sampul naskah dlnas jabatan berisi lambang negara berwarna kunlng‘ Ll
emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon faKSImlle e-mail, -~
webS|te dan kode pos dlbaglan tengah atas T IR % G

(2) Sampul perangkat daerah berlSI nama- Pemermtah Kabupaten:ﬂ.:_jf_f"lli‘,1-5‘:};
Bengkalis, - nama SKPD yang - bersangkutan “alamat, nomor

. telepon, faksmlle ve»mall webSIte dan kode pos dlbaglan_"f}-
tengahatas SR S ]

(3 Sampul UPT berISI nama Pemerlntah Kabupaten Bengkalis, nama
SKPD dan: UPT ‘yang bersangkutan “'dan - alamat, nomor

telepon, fak3|m|Ie ; e mall webSIte dan kode pos dlbaglan tengah&';" o

atas

1

RIS
3

b Coklat untuk sampul ’naskah dlnas f‘:ce}‘r:an'gkat ‘daerah -



L ARRRITIN SRR

Jenls papan nama di Imgkungan Pemerlntah Kabupaten Bengkahs terd|r| CoAn
- atas: . 7 SR L
- a.Papan nama Kantor Bupatl Bengkalls dan E e

' Ukuran papan nama d| Ilngkungan Pemerlntah Kabupaten Bengkalis o

»_«,_20»;:@ ;‘i‘:"; o

Pasal 47 ‘

Bentuk Ukuran dan |SI Kop Sampul Naskah Dlnas Satuan Kerjaw

~ Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah: Kabupaten Bengkalis - -

sebagalmana tercantum dalam Lamplran v Peraturan ini .

BAB IX
PAPAN NAMA

Baglan Kesatu
Jenls :

Pasal48 Dl T

b. Papan nama perangkat daerah

o Bagiaaned,u‘a L B R
 Bentuk, Ukuran, Isi S LRI .

pas‘—.;,mg R

- Papan nama di Ilngkungan Perhe'n‘ntah“' Ka'bup}a'ten ‘Bengkalié"_""
~sebaga|mana dlmaksud dalam Pasal 48 berbentuk empat persegl

panjang

Pasal 50

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 49 dlsesualkan dengan besar
_bangunan : :

(1) Papan néma4 di ImgkunQén Peméhntéh Kabupaten Bengkahs

~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a berisi tullsan Kantor _
Bupatl Bengkalls alamat ‘nomor telepon dan kode pos P

() Papan nama - di Ilngkungan Pemermtah Kabupaten Bengkalls
sebagalmana ‘dimaksud dalam Pasal 48 huruf b berisi tulisan
‘Pemerintah - Kabupaten = Bengkalis dan ‘nama SKPD yang'.ﬁ

bersangkutan alamat nomor telepon serta kode pos.

(3) Jenis bahan dasar warna, besar huruf papan nama Kantor Bupatl e
~ Bengkalis, ‘SKPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) SR

dlatur oleh Bupatl




4"‘1 {i- 'y) :

'.-21-;7

Pasal52 - PSR I :

i
l

Bentuk Ukuran dan Isi Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah d|

_ngkungan Pemerintah Kabupaten Bengkahs sebagalmana tercantum
wdalam LamplranVPeraturan |n| SO N onh |

i
1
l

_Bagian Ketiga
Bt Jenis'Huruf..

i : Pasal 53 ﬂ = !
Jenis huruf papan nama Kantor Bupatl Bengkalls dan Papan nama
perangkat - daerah di lingkungan: Pemenntah Kabupaten Bengkalls
menggunakan dua jenis. huruf yaknl terdlrl darl huruf Iatln dan huruf arab‘ o

melayu

‘ Bagian Keempat
= 3 Penempatan

Pasal 54

Papan nama Kantor Bupatl Bengkalls dan Papan nama perangkat daerah
_ditempatkan pada tempat yang strategls mudah d|l|hat dan seraS|
, dengan Ietak dan bentuk bangunannya : T

i
i

, Pasal 55 N G |

i

Bagi beberapa kantor dan SKPD yang berada di- bawah satu atap atau
satu komplek,. dibuat dalam satu papan nama yang bertuhskan semua
nama SKPD ' | | | ‘ §
| | BABX - 77a‘»j_¥~~‘ o
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN i |

Pasal 56  ;fi, B

. (1) Perubahan dan pencabutan naskah dlnas sebagalmana dlmaksud

“ dalam bab- |n| dllakukan dengan bentuk dan susunan naskah . dlnas i
yang sejenls ~

(2 Pejabat yang menandatanganl naskah dlnas sebagalmana dlmaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan ,‘
mengeluarkan atau pejabatdlatasnya ' v , ‘

S BAB XI o ; |
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | S '
Pasal 57

Bupati memberlkan pemblnaan dan pengawasan penggunaan tata :

- naskah dinas di Imgkungan Pemerlntah Kabupaten Bengkalls meIaIU| -
,'Sekretarls Daerah R : : .




¥ - Bengkalis Nomor:15. Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

: ‘/KETENTUAN PERALIHAN

: Dengan *;‘dltetapkannya Peraturan Bupatl ‘lm“maka Peraturan Bupatxll'

Llngkungan Pemenntah Kabupaten Bengkahs ‘dan Peraturan Bupat|

2 Bengkalis' Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan =
.- Bupati Bengkalls Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah

oo f‘fHaI haI yang: belum dlatur dalam:Peraturan |m dan ketentuan ketentuan

~Dinas di- Llngkungan Pemerlntah Kabupaten ,»Bengkalls dlnyatakan tldak v
lg’;_ﬁberlaku lagl S R ey

KETENTUAN PEN UTUP

o - 'yang mengatur tata: ynaskah dinas yang karena sufat kekhususannya,@‘;f}f"}is;

“’f.;‘;_'f'tldak dlatur

S Peraturan ini mulal berlakupada tanggal d|undangkan |

._dalam ‘ﬁ»i»Peraturan |n| akan dlatur leblh Ianjut oleh,;‘

"‘:/~(”7?~Agar se’uap oran‘g,;dapat mengetahun memerlntahkan pengundanganr &

. Peraturan ini- dengan penempatan dalam Benta Daerah Kabupatenrf_:,,i‘»a‘,j;_ ”
Bengkahs S e T




) W ARy P T

'r—,:Peraturan |n| mula| berlaku pada tanggal dlundang<an. L

Ce22-

BAB xu AN

KETENTUAN PERALIHAN et

Pasal 58

‘ Dengan dltetapkannya Peraturan Bupatl ini maka Peraturan Bupatl
 Bengkalis Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
_Lingkungan Pemerintah - Kabupaten Bengkalls dan - Peraturan- Bupatu
Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Bengkahs Nomor 15 Tahun 2005 tentang ,Pedoman Tata Naskah

. Dinas di Lingkungan Pemerlntah Kabupaten Bengkalls dmyatakan tldak )
‘._,__,,berlaku Iagl T S R PR

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP e T

Pasal59 o |

~ Hal- hal yang belum dlatur dalam Peraturan ini dan ketentuan ketentuan
yang mengatur tata naskah dinas yang karena sifat kekhususannya,, -

tidak diatur dalam Peraturan -ini, ~akan dlatur Ieblh Ianjut olehf'-a_-:"
| j,Bupatl Bengkalls ' R

Pasal 60

,,Agar setlap orang dapat mengetahun memerlntahkan pengundangan :

Peraturan ini- dengan penempatan dalam Benta .Daerah Kabupaten

' Bengkalls

S si |
Ditetapkan di Bengkalis,
w pada tanggal 14 Januan 2011

. BUPATIBENGKALIS,

ttd.

~ H.HERLIYAN SALEH

Diundangkan di B'engkahs
pada tanggal 14 Januari 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ’

DrsTHTBURNANSDDIN,MH
'PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620220 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
- TAHUN 2011 NOMOR 02
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